WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

Menimbang

Mengingat

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa penyederhanaan struktur organisasi perangkat
daerah yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan
untuk mewujudkan tata kelola yung elektil dan efisien
serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [l Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3464 );




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 {entang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalarmn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) scbhagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ftentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 1);




Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 1
(satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang,

(2) Sckretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Subbagian
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan DBangsa dan Politik
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Walikota.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
herikut -

Pasal 7

(1) Kepala Badan Kesatuan DBangsa dan  Politik merupakan jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon 11.b.

(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan
Administrator atau jabatan struktural eselon TlT.a.

(3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon I1I.b.

(4) Kepala Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon [V.a.



Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Duerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daecrah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 20021
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LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALIL:
(10,76/2021)




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR

1 TAHUN 2020 TENTANG BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, yang bertujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang cfcktif dan efisien serta meningkalkan kinerja Pemerintahan dan
Pelayanan Publik perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan Birokrasi  dilakukan melalui Tahapan
Penyederhanaan  Struktur Organisasi, DPenyetaraan Jabatan dan
Penyesuaian Sistem Kerja. Untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi
maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tentang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik yang saat ini diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2020.

Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 6
Culcup Jelas
Angka 2
Pasal 7
Cukup Jelas
Angka 3
Pasal 10A
Cukup Jelas

Pasal Il
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAIH KOTA DENPASAR NOMOR 10
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